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Abstrak
Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP adalah lembaga Praperadilan. Wewenang dan fungsi Praperadilan adalah tugas tambahan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus : sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi dalam Putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel menetapkan penetapan tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak sah. Bisa disimpulkan bahwa putusan hakim Praperadilan Budi Gunawan adalah tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : apakah putusan hakim Sarpin Rizaldi atas Praperadilan Budi Gunawan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah normatif karena mengkaji putusan Praperadilan Budi Gunawan dengan nomor perkara 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel yang meliputi pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual. Prosedur pengumpulan serta pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut. Putusan hakim Sarpin dalam Praperadilan yang menetapkan pembatalan status tersangka Budi Gunawan pada perkara nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. adalah kurang tepat, mengingat proses penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu, Budi Gunawan termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara, dan Budi Gunawan sama sekali belum dikenakan upaya paksa, sehingga Budi Gunawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Praperadilan.
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Abstract
Juridical Overview Towards Pretrial Institution’s Authority In Verdict No. 04 / Pid.Prap / PN.Jkt.Sel. (Pretrial Decision Case Study About Not Legality Status of Budi Gunawan as Suspected Corruption Case)

One of the new legal institution which has created in KUHAP / the Code of Criminal Procedure was Pretrial institutions. The authority and functions of this institution is an additional task to investigate and decide: whether or not lawful arrest and/or detention ; the validity of the termination of investigation or prosesution;  compensation request or rehabilitation for people whom their criminal case was stopped either at the level of investigation or prosecution. Pretrial Judge Sarpin Rizaldi in the verdict No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel established that suspect determination of Komjen (Pol) Budi Gunawan was invalid. It can be concluded that the Pretrial judge's decision of Budi Gunawan was not appropriate because it didn’t conform with Pasal 77 KUHAP. Issues to be discussed in this study is, Does the Pretrial judge's ruling Sarpin Rizaldi towards Budi Gunawan are in accordance with the applicable regulations. This type of study is normative due to reviewing the Pretrial decision of Budi Gunawan with case number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. which using includes cases, legislation and conceptual approaches. The prosedure of collecting and processing any legal material in this essay was by collecting primary and secondary law material, which then conducted an analysis and inventory of the law material either primary or secomdary. Sarpin pretrial judge's ruling that establishes the cancellation status of Budi Gunawan as suspects in case number 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. is less appropriate, considering the setting process of Budi Gunawan as suspects is in accordance with the applicable procedures at that time, Budi Gunawan included in the category of State Officials, and Budi Gunawan didn’t received any forceful eforts, so Budi Gunawan didn’t  have legal standing to file a Pretrial lawsuit
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PENDAHULUAN 
Semenjak lahirnya undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomer 3209) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat hal-hal baru dan bersifat fundamental, apabila dibandingkan dengan Herziene Indische Reglement (HIR) yang merupakan produk hukum pemerintah Kolonial Belanda.

Salah satu lembaga hukum baru yang diciptakan dalam KUHAP yang sebelumnya tidak ada semasa berlakunya HIR adalah lembaga Praperadilan. Ditinjau dari struktur dan susunan peradilan lembaga Praperadilan bukanlah lembaga yang berdiri sendiri. Ia hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Wewenang dan fungsi baru itu adalah tugas tambahan untuk memeriksa dan memutus : sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tujuan diadakan lembaga Praperadilan ini merupakan kontrol atau pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melidungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Kontrol tersebut dilakukan secara horizontal
, yakni kontrol kesamping antara penyidik, penuntut umum timbal balik dan tersangka, keluarganya atau pihak ketiga.Lembaga Praperadilan sejak semula dimaksudkan sebagai sarana hukum yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan baik oleh tersangka, korban, penyidik, penuntut umum maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

Pada hakekatnya wewenang  lembaga Praperadilan “terkunci” dalam lima alasan. Yaitu: sah atau tidaknya upaya paksa; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; memeriksa tuntutan ganti rugi (berupa salah tangkap, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan); memeriksa permintaan rehabilitasi; dan sah atau tidaknya tindakan penyitaan
.Sah atau tidaknya upaya paksa yang dimaksud disini adalah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penggeledahan dan penyitaan. Berarti, seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan , penahanan, penggeledehan atau penyitaan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh penyidik kepadanya. Sebagai contoh tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

Praktiknya, ketentuan yang diatur oleh KUHAP kembali disimpangi oleh oknum-oknum yang hanya ingin mencari keuntungan pribadi semata. Kasus kongkret penyimpangan terhadap ketentuan Praperadilankembali terjadi pada kasus Budi Gunawan (BG) yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dalam putusan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan Praperadilan Komjen Budi Gunawan dan memutuskan penetapan tersangka atas dirinya adalah tidak sah. 

Kasus tersebut bermula saat Mabes Polri bersama dengan LPPPI (Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia) telah mendaftarkan permohonan gugatan Praperadilan atas penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada saat itu Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kepala Polisi Indonesia (Kapolri). Budi Gunawan merasa ada kejanggalan dalam penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. KPK beberapa waktu lalu telah menetapkan mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di pengadilan
.
Tidak sahnya penetapan status tersangka pada kasus Budi Gunawan dipermasalahkan oleh karena bukti permulaan yang dimiliki oleh KPK berupa Laporan Hasil Analisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (LHA PPATK) dan data elektronik berikut dianggap tidak masuk sebagai terpenuhinya “bukti permulaan” minimum dua alat bukti. Hal ini yang melatar belakangi Budi Gunawan untuk mengajukan perkara ini pada lembaga Praperadilan. Seperti yang telah diketahui penetapan status tersangka Budi Gunawan oleh KPK mempengaruhi nama baik dari Budi Gunawan mengingat Budi Gunawan menjadi satu-satunya calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri. Namun hal ini menjadi janggal ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima permohonan Praperadilan yang diajukan Budi Gunawan, mengingat sebenarnya dalam KUHAP penetapan tidak sahnya status tersangka tidak termasuk dalam wewenang lembaga Praperadilan. Namun dalam pertimbangannya, Hakim Praperadilan Sarpin Rizaldi menafsirkan penetapan tersangka sebagai salah satu upaya paksa yang masuk dalam lingkup Praperadilan. Hakim beralasan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud upaya paksa, maka hakim berhak menafsirkan apa saja yang dikategorikan sebagai upaya paksa. Hakim menilai penetapan tersangka merupakan salah satu upaya paksa karena tindakan itu dilakukan dalam ranah pro justisia. Bisa disimpulkan bahwa putusan hakim Praperadilan Komjen (Pol) Budi Gunawan melanggar ketentuan KUHAP. Pasalnya, hakim Sarpin telah melampaui kewenangannya karena memperluas objek Praperadilan dengan memasukan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya kedalam sebuah penulisan hukum dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA  NO. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. (STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN UNTUK TIDAK SAHNYA STATUS TERSANGKA BUDI GUNAWAN ATAS KASUS KORUPSI)
METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif. Karena peneliti berusaha mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan wewenang lembaga Praperadilan. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini sehingga dengan mengkaji undang-undang, peraturan yang berlaku, juga buku-buku yang berkonsep teoritis tersebut dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan tiga pendekatan masalah yaitu menggunakan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
. 
Adapun dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer berupa segenap peraturan perundang-undangan yang terkait masalah yang diteliti, antara lain :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, untuk selanjutnya diebut sebagai KUHAP)

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076 )

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76 , Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3258)

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

5. Putusan Praperadilan No.: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat-pendapat para ahli hukum pidana maupun para sarjana hukum yang diperoleh dari literatur serta dari media cetak maupun dari media elektronik yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer yang dilakukan dengan melakukan seleksi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada bahan hukum sekunder dilakukan pengumpulan melalui hasil kajian pustaka atau literatur-literatur yang terkait dengan isu hukum, seperti pada buku-buku hukum, jurnal, majalah, media internet, dan lain-lain, yang kemudian dilakukan analisa dan inventarisasi baik itu terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut.
Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan metode preskriptif, yaitu merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktek hukum dan dogmatik hukum, dan bersifat kritis yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah
PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi setelah melakukan penyelidikan selama enam bulan. Pengumuman status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan yang selisih empat hari setelah Presiden Jokowi memberikan pengumuman tentang pencalonan tunggal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Berikut adalah kronologi kasus Budi Gunawan :

1. Bahwa sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor : R-01/Pres/01/2015 tertanggal 9 Januari 2015, perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kapolri (selanjutnya disebut sebagai “Surat Presiden RI”), yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada pokoknya Surat Presiden RI tersebut berisi permintaan persetujuan kepada DPR RI untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Pejabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Kapolri”) menggantikan Jendral Polisi Sutarman.
2. KPK pada tanggal 12 Januari 2015 membuat Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-04/KPK/01/2015 dan pada hari yang sama diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Dik-03/01/01/2015.

3. Sebagaimana diberitakan secara luas di media massa, pada tanggal 13 Januari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB KPK mengumumkan pada khalayak ramai dalam press conference (jumpa pers/pemberian keterangan di depan media massa) bahwa KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B UU Tipikor, dimana KPK mengatakan hal itu sehubungan dengan dugaan terjadinya transaksi mencurigakan/ tidak wajar dan/atau dugaan penerimaan hadiah atau janji. 

4. Tanggal 14 Januari 2015, Budi Gunawan telah memenuhi undangan/ panggilan dari DPR RI untuk menjalani fit & proper test (in casu, Uji Kelayakan & Kepatutan) sebelum DPR RI mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan untuk mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. 

5. KPK dalam keterangannya di media massa, mengatakan penyelidikan perkara tersebut telah dilakukan sejak bulan Juli Tahun 2014, namun baru pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 diyakini oleh KPK bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh Budi Gunawan pada periode Tahun 2004 – 2006 saat Budi Gunawan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier SDM Mabes Polri. KPK juga mengatakan bahwa sudah pernah melakukan expose perkara pada Tahun 2013.

6. Tanggal 19 januari 2015 Budi Gunawan mendaftarkan gugatan Praperadilan terkait penetapan tersangka atas dirinya oleh KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara No. : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
7. Sidang perdana gugatan Praperadilan Budi Gunawan dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2015. Kemudian hakim PN Jaksel menunda sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan Budi gunawan karena tidak dihadiri oleh pihak tergugat yaitu KPK. Budi Gunawan juga tidak menghadiri persidangan tersebut dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

8. Tanggal 16 Februari 2015, hakim tunggal Praperadilan Sarpin Rizaldi mengabulkan gugatan Budi Gunawan dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan tidak bersifat mengikat secara hukum.

B. Putusan No.: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. 
Lembaga Praperadilan yang diketuai oleh Hakim sarpin Rizaldi memutuskan untuk mengabulkan permohonan Praperadilan untuk sebagian. Putusan No.: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel itu berisi antara lain :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.
C. Pembahasan


Putusan Hakim Sarpin yang dipermasalahkan oleh penulis antara lain :

1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat 
Budi Gunawan mempermasalahkan penetapannya sebagai tersangka karena tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan terhadap dirinya. KPK beranggapan untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat ditetapkannya tersangka, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Jo. Pasal 46 ayat (1) UU KPK, keterangan calon tersangka bukanlah suatu syarat yang harus dipenuhi apalagi tersangka memiliki hak ingkar. Dengan demikian tidak ada keharusan bagi KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Budi Gunawan dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. 

Berbeda dengan kasus Hadi Poernomo, ternyata KPK telah menetapkan Hadi Poernomo  sebagai Tersangka dan menetapkan perbuatan pidanya terlebih dahulu sejak penyelidikan, baru kemudian dikumpulkan buktinya. Hal ini membuktikan bahwa KPK telah menetapkan Hadi Poernomo pada saat proses penyelidikan padahal seharusnya seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Hadi Poernomo juga tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik – 17/01/04/2014 tangal 21 April 2014, yang dijadikan dasar KPK untuk menetapkan status tersangka. Hal tersebut membuktikan bahwa KPK selaku penyidik dalam kasus Hadi Poernomo telah melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah. Semenjak putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaaan sebagai obyek Pra Peradilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim Haswandi terhadap gugatan Praperadilan Hadi Poernomo telah sesuai dengan aturan yang berlaku
2. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.
Budi Gunawan ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana yang dilakukan saat menjabat sebagai Karobinkar (Kepala Biro Pembinaan Karir), yang merupakan jabatan administratif dengan golongan Eselon II. Budi Gunawan berpendapat bahwa jabatan Karobinkar merupakan jabatan yang dipegang oleh pejabat Eselon II, maka Karobinkar tidak termasuk dalam pengertian Penyelenggara Negara, sehingga KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan/tindakan yang diduga sebagai tindak pidana korupsi yang dipersangkakan kepada dirinya dalam jabatannya sebagai Karobinkar yang merupakan pejabat Eselon II. Hakim Sarpin juga menilai KPK tidak berwenang karena kedudukan Budi Gunawan selaku Karobinkar pada Deputi SDM Mabes Polri bukan penyelenggara Negara penegak hukum. Sarpin berpendapat Karobinkar adalah jabatan administratif dan salah satu unsur pelaksana SDM di Deputi Kapolri yang bertugas membantu unsur pimpinan.
Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995), dan Advokad ( UU No. 18 Tahun 2003)
. Berdasarkan peraturan yang penulis sebutkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kepolisian secara lembaga adalah penegak hukum berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, yang berarti bahwa orang yang menjadi aparat kepolisian (Polisi) berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 adalah aparat penegak hukum, tanpa memandang aparat tersebut ditugaskan di bidang apa. Saat seseorang dilantik sebagai anggota polisi, orang tersebut berprofesi sebagai polisi dan polisi itu adalah penegak hukum, hal ini membuktikan bahwa  meskipun Budi Gunawan menjabat sebagai Karobinkar status polisinya tidak ditinggalkan.
Penulis kemudian membandingkan putusan hakim Sarpin dengan putusan hakim Riyadi Sunindyo yang memutuskan menolak permohonan Praperadilan mantan Direktur pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo. Hakim Riyadi Sunindyo tidak sependapat dengan pendapat ahli tersebut karena dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan : Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, Legislatif, dan PEJABAT LAIN yang Fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yg berlaku . Pasal 2 Undang-Undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara

2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara

3. Menterika

4. Gubernur

5. Hakim

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundangan undangan yg berlaku 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan perundangan-undangan yg berlaku 

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang No.28 tahun 1999 adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan Negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang meliputi .:

1. DIREKSI, komisaris, dan pejabat structural lainnya pada BUMN dan BUMD

2. dst ……

Berdasarkan ketentuan diatas maka telah jelas dan tegas kedudukan dan jabatan Suroso Atmomartoyo sebagai Direktur Pengolahan Persero Pertamina masuk dalam kualifikasi Penyelenggara Negara yang menjadi Kompetensi dari KPK dan sebagai konsekwensi logisnya KPK jelas mempunyai Legal Standing untuk melakukan penahanan terhadap Suroso Atmomartoyo.
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon.

Penulis berpendapat yang dimaksud dengan “keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut”  disini yaitu tindakan tindakan upaya hukum (dwang middelen) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Tindakan lain ini dimasukkan dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP secara rinci dapat dilihat dalam penjelasannya yang menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan tanpa alasan ialah penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan. Penulis menafsirkan demikian karena telah secara jelas dan tegas sebelumnya disebutkan bahwa kewenangan Prapraperadilan adalah melakukan pemeriksaan secara yuridis terhadap suatu upaya paksa. Penulis merasa penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan bukan termasuk dalam kualifikasi suatu upaya paksa, jadi penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak dapat di-review secara yuridis dalam ranah Praperadilan.


Budi Gunawan memberikan salah satu alasan gugatannya adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang dianggap sebagai yurisprudensi karena telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”. Pemohon dalam perkara putusan PN Jakarta Selatan dengan Nomor 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tersebut adalah salah satu Tersangka yang dikenai Penahanan oleh pihak Kejaksaan. Artinya, unsur upaya paksa sebagai objek dari praperadilan terpenuhi dalam kasus tersebut,sedangkan dalam Budi Gunawan, Budi Gunawan sama sekali belum dikenakan upaya paksa, sehingga demi hukum menurut penulis Budi Gunawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Praperadilan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel yang dianggap Budi Gunawan sebagai yurisprudensi, maka perlu diketahui terhadap putusan tersebut Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah menyampaikan laporan atau pengaduan Perkara Atas Nama Bachtiar Abdul Fatah kepada Komisi Yudisial dan menyampaikan juga Surat Pengaduan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada intinya menyampaikan keberatan terhadap tindakan Hakim Praperadilan yang memutus perkara No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, dimana dalam surat pengaduan tersebut dinyatakan :

“Bahwa amar putusan yang menyatakan “tidak sah menurut hukum tindakan Termohon (kejaksaan agung) menetapkan Pemohon sebagai Tersangka” adalah putusan praperadilan yang bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena telah memasuki materi pokok perkara dimana Hakim Praperadilan tidak berwenang melakukan penilaian sah/tidaknya penetapan Tersangka oleh Penyidik”

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI secara tegas telah menyatakan Hakim Praperadilan dalam perkara Nomor: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel tidak berwenang melakukan penilaian sah/tidaknya penetapan Tersangka oleh Penyidik, maka faktanya badan peradilan secara nyata tidak tunduk ataupun mengikuti putusan perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel, ini dibuktikan dengan tetap berjalannya pemeriksaan perkara pidananya sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 34/Pid.Sus//TPK/2013/PN.Jkt.PSt jo Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi No. 06/PID/TPK/2014/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1094 K/PID.SUS/2014, yang pada Putusannya justru menyatakan: “Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dst...” 
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan boleh saja menerima permintaan gugatan Praperadilan Budi Gunawan, namun seharusnya hakim Sarpin tidak memutuskan bahwa penetapan tersangka Budi Gunawan adalah tidak sah. Mengingat pada saat hakim Sarpin memutuskan bahwa penetapan tersangka masuk dalam objek praperadilan adalah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 21 April 2015 yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka masuk dalam ranah objek Praperadilan tidak bisa dijadikan hakim Sarpin untuk membatalkan status tersangka Budi Gunawan, karena gugatan Praperadilan Budi Gunawan di putus oleh hakim Sarpin pada tanggal 16 Februari 2015.
Dibandingkan dengan putusan hakim Haswandi dalam Praperadilan Hadi Poernomo, pertimbangan hakim Sarpin  dalam Praperadilan Budi Gunawan yang menyatakan  bahwa penetapan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan adalah tidak sah , menurut penulis tidak dapat dibenarkan karena proses penetapan Budi Gunawan menjadi tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada saat itu. Pertimbangan hakim Sarpin yang menganggap bahwa Budi Gunawan tidak termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara juga tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapat hakim Sarpin tersebut juga tidak sesuai dengan pendapat hakim Riyadi Sunindyo yang menyatakan bahwa Suroso Atmomartoyo termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara. Putusan No: 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel dianggap Budi Gunawan sebagai yurisprudensi karena telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Bachtiar Abdul Fatah, perlu diketahui Bachtiar  adalah salah satu Tersangka yang dikenai Penahanan oleh pihak Kejaksaan. Artinya, unsur upaya paksa sebagai objek dari Praperadilan terpenuhi dalam kasus tersebut,sedangkan dalam Budi Gunawan, Budi Gunawan sama sekali belum dikenakan upaya paksa, sehingga Budi Gunawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan Praperadilan.

B. Saran
Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, penulis memunculkan saran terhadap perbedaan pendapat antara para penegak hukum kiranya perlu dilakukan  sosialisasi dalam bentuk workshop ataupun seminar tentang persamaan pengertian suatu Pasal yang ada dalam Undang-Undang tertentu agar tidak terjadi perbedaan pengertian. Meskipun Praperadilan telah memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan adalah tidak sah, namun KPK masih bisa terus memproses ulang dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Budi Gunawan apabila dalam perkembangannya KPK dapat menemukan bukti yang lebih kuat dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan Budi Gunawan. Hakim dalam memutuskan sebuah perkara kiranya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak memutus sebuah perkara hanya menggunakan pandangan subjektifnya saja.
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